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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usaha Koperasi Simpan Pinjam yang sudah dikenal oleh masyarakat
luas adalah kredit/dana pinjaman, hampir semua lapisan masyarakat
mengenal istilah kredit/dana pinjaman pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP)
bagi kalangan usaha lembaga perbankan merupakan mitra usaha. Lembaga
perbankan sangat membantu para pelaku usaha, karena hasil pinjaman dari
bank akan digunakan para pelaku usaha untuk memperbesar modal usaha
untuk memperbesar hasil produksi.

Koperasi Simpan Pinjam KUD Mintorogo dalam memberikan pinjaman
kepada para anggotanya melalui mekanisme seleksi yang ketat, mulai dari
survey yang dilakukan oleh analis, kemudian hasil dari analis tersebut
dilakukan rapat untuk menentukan jumlah pinjaman yang disetujui. Dalam
rapat tersebut akan membahas berapa jumlah pinjaman yang akan diberikan
kepada anggota. Setelah pinjaman di setujui, Koperasi Simpan Pinjam KUD
Mintorogo masih melakukan pengawasan selama 3 (tiga) bulan kedepan
untuk mengevaluasi usaha anggota, dengan tujuan untuk mencegah pinjaman
bermasalah atau macet (wanprestasi). Namun, meskipun sudah dibuat
mekanisme seleksi yang ketat dalam memberikan pinjaman, pinjaman macet
masih terjadi. Dalam menyelesaikan pinjaman macet, KSP KUD Mintorogo
melakukan beberapa tahap, untuk tahap pertama dengan menjadwalkan

kembali pinjaman anggota yang macet, tetapi apabila sudah dijadwalkan



kembali masih macet, dan tidak ada iktikat baik dari peminjam, maka KSP
KUD Mintorogo menempuh jalur hukum dengan mengajukan Gugatan
Sederhana di Pengadilan Negeri.

Kredit yang sudah disetujui oleh pihak Koperasi Simpan Pinjam
sebagai kreditor kepada debitor adalah dalam bentuk uang kontan (Fresh
money). Untuk menjamin debitor sebagai peminjam dana pada Koperasi
Simpan Pinjam, maka pihak perbankan akan meminta jaminan
kredit/pinjaman, jaminan kredit/pinjaman yang sudah biasa digunakan oleh
debitor adalah Sertifikat Hak Milik (SHM).? Namun, untuk mengurangi risiko
kredit/pinjaman dari para anggota Koperasi Simpan Pinjam yang macet di
kemudian hari, pihak Koperasi Simpan Pinjam melakukan seleksi ketat
terhadap anggota yang mengajukan pinjaman.

Salah satu Koperasi Simpan Pinjam yang memberikan pinjaman kepada
anggotanya adalah Koperasi Simpan Pinjam KUD Mintorogo yang beralamat
di jalan Kudus-Demak Km 18 Karanganyar Demak. Bagi anggota Koperasi
Simpan Pinjam KUD Mintorogo yang mempunyai pinjaman, namun
mengalami kemacetan dengan nilai pinjaman maksimal 500 juta dan tanpa di
pasang Hak Tanggungan, maka KSP KUD Mintorogo akan mengajukan
gugatan sederhana pada Pengadilan Negeri ditempat tinggal Penggugat dan
Tergugat.Gugatan sederhana berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan

Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 TentangPerubahan Atas Peraturan
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Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian
Gugatan Sederhana (selanjutnya ditulis Perma Tentang Gugatan Sederhana),
adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan
nilai gugatan materiil paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta
rupiah)yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana.

Gugatan Sederhana =~ merupakan mekanisme pemeriksaan
pengadilan dengan menyederhanakan proses persidangan di pengadilan.
Putusan yang dihasilkan mempunyai kekuatan mengikat sebagaimana
putusan pengadilan pada umumnya sehingga mekanisme ini diharapkan dapat
menjadi jalan penyelesaian sengketa.’

Perma tentang Gugatan Sederhana merupakan implementasi dari asas
peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan yang dapat dimanfaatkan oleh
para pencarikeadilan untuk menyelesaikan masalahnya. Sebagai tempat
mencari keadilan bagi rakyat, sudah seharusnya proses peradilan dilakukan
sesederhana mungkindengan biaya terjangkau dan waktu persidangan yang
tidak berlarut-larut. Cepatnya proses peradilan akan meningkatkan
kewibawaan pengadilandan menambah kepercayaan masyarakat kepada

pengadilan.*

Sengketa yang dapat diajukan dengan gugatan sederhana hanya

sengketa wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Untuk perkara
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wanprestasi nilai gugatan materiil maksimal Rp. 500.000.000,00 (lima ratus
juta rupiah) yangdiperiksa dengan proses pemeriksaan cepat. Dalam
mengajukan gugatan sederhana perkara yang diajukan harus memenuhi
syarat-syarat limitatif yang jika tidak dipenuhi membawa konsekuensi tidak
bisa diajukannya tuntutan hak melalui gugatan sederhana, hal ini
sebagaimana diatur Pasal 4 Perma Tentang Gugatan Sederhana, yang
menyatakan bahwa:

(1) Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari Penggugat dan
Tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu,
kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama;

(2) Terhadap gugatan yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak
dapat diajukan gugatan sederhana;

(3)  Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di
daerah hukum pengadilan yang sama;

(3a) Dalam hal Penggugat diluar wilayah hukum tempat tinggal atau
domisili Tergugat, Penggugat dalam mengajukan gugatan
menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di
wilayah hukum atau domisili Tergugat dengan surat tugas dari
institusi Penggugat;

(4) Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri secara langsung
setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa,
kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari Institusi
Penggugat.

Pada dasarnya dalam mengajukan gugatan sederhana, tahap awal
dengan mengajukan pendaftaran perkara oleh pengguggat, setelah
mendaptkan nomer register perkara selanjutnya dilakukan pemanggilan
terhadap Penggugat dan Tergugat oleh Pengadilan Negeri melalui Jurusita,
setelah ditetapkan pada hari sidang pertama hingga dijatuhkannya
putusanoleh hakim. Pemeriksaan Gugatan Sederhana berbeda dengan
pemeriksaan gugatan biasa, hal yang membedakan adalah dalam pemeriksaan

gugatan biasa Namun, acara pemeriksaan dalam gugatan sederhana berbeda



dengan acarasecara kontradiktoir. Gugatan Sederhana dalam pemeriksaanya
tidak ada proses administrasi dan dalam acarapembuktian tidak komplek
seperti gugatan biasa, namun dibuktikan secara sederhana.

Pemeriksaan Gugatan Sederhana harus selesai dalam jangka waktu 25
hari kerja hakim harus sudah menjatuhkan putusan, pemeriksaan gugatan
sederhana dipimpin oleh hakim tunggal. Oleh karenanya gugatan sederhana
dikatakan memiliki prosedur pemeriksaan cepat karena terdapat beberapa
prosedur yang dihilangkan seperti tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi,
intervensi, replik, duplik dan kesimpulan.”

Perma Tentang Gugatan Sederhana merupakan implementasi dari asas
sederhana, cepat dan biaya ringan, hal ini sangat memudahkan bagi
penggugat yang menginginkan proses beracara di Pengadilan tidak berlarut-
larut. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah setelah ada putusan dari hakim
yang memeriksa gugatan sederhana, bagaimana tahapan selanjutnya dalam
melaksanakan isi putusan hakim tersebut Dalam hal ini penulis akan
melakukan penelitian terhadap putusan hakim terhadap gugatan sederhana
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dilaksanakan eksekusi
lelang di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi.

Dalam hal ini penulis akan melakukan penelitian terhadap putusan
hakim terhadap gugatan sederhana yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap untuk dilaksanakan eksekusi lelang di wilayah hukum Pengadilan

Negeri Purwodadi, sebagai alasan dipilihnya Pengadilan Negeri Purwodadi
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sebagai objek penelitian, karena Pengadilan Negeri Purwodadi yang sudah
pernah melaksanakan eksekusi lelang atas putusan hakim dalam gugatan
sederhana.

Objek jaminan pinjaman dari anggota di KSP KUD Mintorogo Demak
adalah Sertifikat Hak Milik (SHM). Gugatan sederhana diajukan pada
Pengadilan Negeri Karena, objek jaminan berupa SHM tidak di pasang Hak
Tanggungan, oleh karena itu supaya dapat dilaksanakan lelang, maka perlu
ada putusan hakim. Adapun mekanisme pelaksanaan eksekusi lelang
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan uraian
sebagaimana tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan
penelitian dengan judul PELAKSANAAN EKSEKUSI LELANG PADA
GUGATAN SEDERHANA DI PENGADILAN NEGERI PURWODADI
Perumusan masalah

Adapun permasalahan yang diakan diteliti dalam penelitian ini
berdasarkan latar belakang, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan eksekusi lelang tanah atas putusan hakim dalam
gugatan sederhana di Pengadilan Purwodadi?
2. Apa saja kendala yang muncul dalam pelaksanaan eksekusi lelang di
wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi?
Tujuan Penelitian
Berdasarkan permasalahan yang akan diteliti, maka tujuan dari

penelitian ini adalah sebagai berikut:



1. Untuk mengehatuui pelaksanaan eksekusi lelang atas putusan hakim dalam
gugatan sederhana di Pengadilan Purwodadi.
2. Untuk mengetahui kendala yang muncul dalam pelaksanaan eksekusi
lelang di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi.
Kegunaan Penelkitian
Dalam penelitian ini ada 2 (dua) manfaat yang hendak dicapai, secara
teoritis dan praktis, sebagai berikut:
1. Secara Teoritis
Secara teoritis hasil penelitian ini nantinya dapat memberikan masukan
dan kontribusi khususnya bagi kalangan akademisi dalam pengembangan
ilmu pengetahuan hukum perdata khususnya mengenai pelaksanaan
eksekusi lelang atas putusan hakim dalam gugatan sederhana di
Pengadilan Negeri Purwodadi.
2. Secara Praktis
Dari hasil penelitian ini nantinya dapat memberikan wawasan bagi
masyarakat, khususnya mengenai pelaksanaan eksekusi lelang atas putusan
hakim dalam gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Purwodadi.
Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, sebagai
berikut:
BAB | Pendahuluan, akan mengenai Latar Belakang Permasalahan,
Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, dan

Sistematika Penulisan.



BAB Il Tinjauan Pustaka, bab ini akan membahas mengenai Tinjauan
Umum Tentang Gugatan Sederhana, Pengertian Gugatan Sederhana, Ruang
Lingkup Gugatan Sederhana, Persyaratan Dalam Mengajukan Gugatan
Sederhana, Tinjauan Umum Tentang Perjanjian, Pengertian Perjanjian |,
Syarat Sahnya Perjanjian, Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi, Pengertian
Wanprestasi, Macam-Macam Wanprestasi, Tinjauan Umum Tentang Putusan
Hakim, Pengertian Putusan Hakim, Macam-Macam Putusan Hakim, Tinjauan
Umum Tentang Eksekusi, Tinjauan Umum Tentang Lelang, Pengertian
Lelang dan Dasar Hukum Lelang.

BAB 1l Metode Penelitian, bab ini akan membahas metode penelitian
yang terdiri dari  Metode Pendekatan, Spesifikasi Penelitian, Metode
Penentuan sampel, Metode Pengumpulan Data, Metode Pengolahan dan
Penyajian Data dan Metode Analisa Data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini akan membahas
mengenai permasalahan yang sedang diteliti yaitu tentang Pelaksanaaan
Eksekusi Lelang pada Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Purwodadi.

Bab V Penutup, bab ini akan membahas Kesimpulan dan Saran dari
hasil pembahasan.

Daftar Pustaka

Lampiran-lampiran



